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QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA ,
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAII SUBHANAHU WATA'ALA

b.
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‘W

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor __22". Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomor.84 Tahun

2000 tentang Organisasi Perangkat Dacrah perlu dilakukan penyusunan dan
penycsuatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Acch Singkil yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan
Dacrah, yang mampu mengakomodasikan pclaksmm:‘m'_()t(’)”n‘o‘mi-_'_';} Dacrah
dengan  wewcenang vang luas, nyata  dan bertanggung  jawab  sccara
profesional; - b e

bahwa untuk maksud terscbut perlu menctapkan dalam suatu Qanun.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Provinsi Acch dan Pecrubahan Pembentukan Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Necgara Nomor 1092): s e S e g

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran_Ncgara.
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); e

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sislc'm.-.Budi_ dnyaTan‘aman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3478); | e e T

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lcntang PcmcnntahanDacrah s
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, ,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839); o SR s e

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 lentang l’okOk-pokochpcgz‘lwaian“
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran Negara Nomor 3041)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890)

.
b |



6.

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tunlané, Pcnmbanban Kcunnbanﬂ_
antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor?}
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor3848) e i hde] R

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 lull.mg, l\t,wumngdnj":jf;;j-;%fgff:'-_':f'._"

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi scbagai Dacrah Otonomi (Lembaran_:-jf{;_'ffffff;{jf:ff_fj

Ncgara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lcmbaran NCj,dl‘d Nomor 3952),

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tcnhmg Pcdoman Orgamsas;.'_
Peranpkat Dacrah (l...unbaran Negara Tahun '7000 Nomor 165) e

Dengan Persctujuan

DL W’AN PERWAKILAN RAKYA'T DAERALII I\ABUPAILN ACEll blNCK[L

MEMUTUSKAN

Menctapkan @ QANUN KABUPATEN ACEI SINGKIL lLNlANG l’LMBLNTUKAN'.;‘:.f;_- ;"_..$?'.'

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PLRTANIAN_;-_'

TANAMAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINCI\IL

BADB I
KETENTUAN UMUM

PPasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

Hl
b,
C.

d.

Dacrah adalah Kabupaten Acch Singkil;
Bupati adalah Bupati Acch Singkil; .
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Acch Smg,kll

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten adalah Dmas Pcrtaman, |
Tanaman Pangan Kabupaten Acch Singkil; | |

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pan;,an Kabupalcn"'
Acch Singkil; s 2o

BAD II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas  Pertaman  Tanaman  Pangan  Kabupaten merupakdn unsur"-

pclaksana Pemerintah Kabupaten;

(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten dipimpin olch scorang

kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab  kepada B'u'pa[_i_” .
mclalur Sckretaris Dacrah. | B
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(1)

Pcnyusunan rencana pertanmian . Kabupaten Acch bmgk:l

Penctapan Kebijaksanaan untuk mendukung Pertanian Dacmh

Penpupian dan pencrapan tckhnologi;

Pecmbinaan alat dan mesin:

Pengadaan dan pembinaaan penggunaan pupuk organik dan pestisida;

Penjinan usaha dan pembinaan manajemen usaha tani;

Pembinaan tenaga Kerja pertanian;

Pengelolaan data dan statistik;

BAB VI ,
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan I\abupatcn t(.rdmrf*.'

dan :
8
b.

C.

e

KNepala Dinas;

Wakil Kepala Dinas;

Bagan Tata Usaha, membawahkan :
1) Sub Bagian Umum;

2) Sub Bagian Kcuangan;

3) Sub Bagran Kepegawaian;

]

Sub Dinas Konscrvast Dan Rchabilitasi Sumber Daya Alam
membawahkan : -

1) Sckst Perlindungan Tanaman;
2) Scksi Perluasan arcal:
3) Scksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air;

~4) Sckst Pengawasan Kawasan Lindung;

Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan :

1) Scksi Air irigast;
2) Scksi Pupuk dan pestisida;
3) Scksi Sarana Permodalan:

) Sckst Alat dan Mesin; . |
Sub Dinas Pengembangan SDM dan Tekhnologi, membawahkan
1) Scksi Pengembangan SDM; '
2) Scksit Kelembagaan Tani;

3) Scksi Tckhnolopi

. Sub Dinas Produksi,membawahkan :

1) Scksi TPH:
2) Scksi Usaha Tani dan Pasca Panen:

3) Scksi Pendayagunaan Lahan dan Sumber Daya:

Cabang Dmas;



Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD );

1. Kclompok Jabatan Fungsional.

(2) Lsclon Jabatan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pam_,an Kabupaten’
Acch Singkil scbagai berikut : | o

. Kcpala Dinas . Esclon II/b

2. Wakil Kepala Dinas . Esclon lll/a

3. Kepala Bagian Tata Usaha . EselonIll/a - 4 -
4. Kcpala Sub Dinas . Esclonlll/a
5. Kepala Sub Bagian - EsclonlV/a
6. Kcpala Scksi . EsclonIV/a

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pang,.m Kabupau.n:_ -
scbaganmana tcrldmptr . e

BAB V“ '
KEL O'\l POK JABATAN PUNGSIOVAL

Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mclaksanakan scbaglan"””

tugas Dinas.

(2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan hL.rdasarkan st(al Jcms dan bcban
kerja Dinas. - |

(3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan scsuai  dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. S

BAB VIl
PENGANGKATAN DAN PEMBERIENT IAN DALAM IABAT:\N

Pasal 8

(1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas dlan;_,kat dan dlbcrhcnukan olch
Bupatu. i

(2) Kcpala Bagian, Kepala Sub Dinas Pertanian Tanaman Panban dan.'
Kepala Scksi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan d:angkat"",_?:.r_-:_:'__j-.
dan diberhentikan oleh Sckretaris Dacrah Kabupaten atas pelimpahan

wewenang dari Bupati dengan mcmperhatikan usul dan chala Dmas
Pertanian Tanaman Pangan. e

BADB IX -
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Semua Unit Kerja di lm&,kunban Dinas dalam mchksanakan tugas.nya f
wajib mencrapkan prinsip koordinasi, intcgrast dan sinkronisast. |

(2) Kepala Dinas dalam meclaksanakan tugasnya melakukan koordinasi
vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Dacrah,

Pasal 10

tiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan berkewajiban  memimpin  bawahan masing-masing  cam
mcmberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan



Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten mempunyai tupgas melaksanakan

BAB Il
TUGAS

Pasal 3

kewenangan Otonomi Dacrah di bidang Pertanian.

BAB IV
FUNGSI

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten mempunyai fungsi :

d.

b.

=

Perumusan kebijaksanaan tekhnis di bidang Pertanian Kabupaten;
Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di
bidang Pertanian Kabupaten;

Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V
KEWENANGAN

asal §

Untuk melaksanakan fungsi scbagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten mempunyai kewenangan scbapai
berikut :

d.

o

Penyclengparaan dan pengawasan pembibitan dan pcmbenihan dalam
lingkup pertanian;,

Penaturan dan pengawasan balai benih komoditi tanaman pangan dan
hortikultura;

Pemberian izin usaha yang berperak pada sub scktor pertanian, kecuali
yang tclah menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi ;

Pengelolaan laboratorium benih; o
Penctapan dan penyclenggaraan aspek ketahanan pangan;

Penyelenggaraan pengggunaan wabah hama dan penyakit menular dalam
lingkup Pertanian |

Pelaksanaan  laboratorium  dan  pengujian mutu hasil dalam  lingkup
Pertanian;

Penyclenggaraan penggunaan air irigasi;
Penctapan dan pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian;

Penyelenpparaan dan pengawasan kerjasama bidang pertanian Kabupaten
Acch Singkil;




(2) Amabsla Kkepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan  berhalangan

menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas harus menunjuk scorang-
pegawal untuk mclaksanakan tugas Kepala Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dengan  mempedomani Daftar Urut  Kepangkatan dan

melaporkannya kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrah Kabupaten,

Pasal 11

(1) Sctiap Umit Kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan wajib
melaporkan pelaksanaan tugas sceara berkala kepada atasan,

(2) Sctiap laporan yang ditcrima olch Pimpinan Unit Kerja dari bawahan
wajib diolah dan dipergunakan scbagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut dan petunjuk kepada bawahan,

(3) Sctiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Pertanian  diatur
sesuat dengan perundang-undangan yang berlaku, ;

(2) Pengalihan jenis kepegawaian discsuaikan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

BADB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 13
Scgala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas di

bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah ( APBD ) scrta
sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat,

BADB XII
KETENTUAN PERALIIAN

Pasal 14
Sclama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, secmua

ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku scpanjang tidak ber(cntangan
dengan Qanun ini.
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BAB X111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ial-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditctapkan kcmudiun’déhgzinu
Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang

berlaku,
Pasal 16

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bcrtcnl:ingaﬁ
dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi. ' ~

Pasal 17
z : o g 4
Qanun i mulai berlaku pada tanggal disahkan, o)
Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Acch
Singhil. '

Disahkandi : Singkil.
Pada tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL
Cap/Dto.

1. MAKMURSYAIL PUTRA, SiI

Diundangkan Dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Acch Singkil
Nomor I8 Tahun 2002 Scri D Nomor 5
-—-==Pad tanggal 5 Juni 2002
/s N BUPATI ACEM SINGKIL
SERRETARISMERAI KABUPATEN
g Y

N+ h. RIDMWAN HTASAN, SHI
N Pembina Utgprd Muda/Nip. 390009540
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